PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DAN PENDUDUKAN JEPANG

Pada tanggal 7 Desember 1941 (8 Desember di Indonesia) Jepang mengobarkan Perang Pasifik dengan melakukan pengeboman terhadap pangkalan pasukan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Serangan penuh resiko ini dilakukan Jepang karena Jepang merasa terancam dengan keberadaan orang Eropa dan Amerika Serikat di sekitar Jepang. Dia berfikir kalau pada pada suatu saat mereka akan menguasai Jepang. Apalagi Jepang menghadapi pilihan sulit yang menghantui masa depannya berupa ledakkan penduduk, disamping tidak tersedianya sumber daya alam utama seperti minyak. Satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memilih menjadi negara penjajah, karena tidak ingin dijajah. Dengan begitu Jepang akan memiliki sumber daya alam yang cukup bagi kelanjutan pembangunan. Tentu saja untuk melakukan halini diperlukan pembenaran baik di Jepang sendiri (dengan ideology fasisme) maupun terhadap negara-negara yang menjadi sasaran ambisi kolonialnya (dengan Kemakmuan Bersama Asia).

Pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang menyerang Indonesia dan segera menguasai  Sumatera Selatan. Tanggal 1 Maret dini hari mereka mendarat di Jawa dan dalam waktu delapan hari, Letjen Ter Poorten, Panglima Tentara Hindia Belanda (KNIL), menyerah atas nama seluruh angkatan perang Sekutu di Jawa. Meskipun sekita 8.000 tentara Inggris dan Amerika Serikat di Jawa yang dipimpin oleh Mayjen Sitwel, seorang Inggris, ingin terus melawan Jepang dan keinginan ini diketahui Belanda, namun Ter Poorten telah menyerah tanpa berunding terlebih dahulu dengan Sitwel.

Kalangan Indonesia curiga bahwa Belanda tidak punya keberanian. Kaum terpelajar Indonesia berpikir bahwa Belanda ingin membuat peretujuan dengan Jepang seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan Vicky (Perancis) di Indochina, sehingga mereka dapat terus menguasai, tetapi di bawah pengawasan Jepang. Kekalahan ini membawa akibat gengsi Belanda benar-benar jatuh di mata orang Indonesia.

Jepang dengan mudah mengalahkan Belanda karena rakyat Indonesia tidak mau membantu tentara Belanda. Mengingat pemerintah Hindia Belanda tidak mau mengabulkan tuntutan rakyat Indonesia untuk membentuk milisi. Sebaliknya Jepang dapat menarik kesimpulan orang Indonesia. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Jepang antara lain:

1. Jepang mengatakan dirinya sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari tangan penjajah Belanda. Tokoh pergerakan nasional Soekarno menggembar-gemborkan juga Jepang sebagai saudara tua. Bahkan Soekarno menyebarkan Ramalan Jayabaya bahwa Indonesia akan diduduki oleh orang berkulit kuning selama seumur jagung (3,5 bulan dan kemudian ditafsirkan menjadi 3,5 tahun).

2. Jepang sudah melakukan kegiatan mata-mata jauh hari sebelum penyerbuannya. Hal itu dimulai dengan diserbunya Konsulat Jepang di Batavia pada tahun 1909. Tindakan subversif dilakukan melalui pelayaran niaga dan perikanan. Perlu diketahui bahwa Belanda tidak dapat mengontrol daerah lautnya secara efektif, sementara Jepang memiliki armada penangkapan ikan yang besar, terutama di Indonesia bagian timur, dan armada ini berusaha mencari informasi rahasia di rakyat Indonesia yang tinggal di tepian pantai dengan memberi sedikit imbalan. 

3. Jepang sudah berusaha menarik simpati orang Indonesia yang mayoritas Muslim. Pemerintah Jepang juga mengadakan pameran Islam di Tokyo dari tanggal 9-19 November 1939 dan di Osaka pada tanggal 25 Nov-9 Desember 1939, yang disponsori oleh organisasi Islam Jepang Dainipun Kaikyo Kyokai dan Dainipin Islam Kyokai (= Asosiasi Islam Jepang, yang didirikan pada tanggal 18 September 1938 oleh Jenderal Sejuro Hayashi). Adapun tujuan pameran tersebut adalah menggalakan persaudaraan antara Jepang dan negara-negara Islam. Ada lima utusan dari Hindia Belanda yang dipimpin oleh Mr. R. Soedjono. Dalam kesempatan itu Mr. Abdul Kadir memberi sambutan atas nama rombongan.

4. Sejak September 1941 Radio Tokyo mengudarakan siaran langsung ke Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia, dibuka dengan lagu Indonesia Raya dan disertai janji Jepang akan memerdekakan Indonesia
.

5. Jauh sebelumnya pada tahun 1939 ketika Moh. Hatta meninjau Jepang dalam kapasitasnya sebagai penasehat pamannya yang pengusaha, Jepang memperlakukan Moh. Hatta layaknya seorang pemimpin nasional dan disebutnya sebagai “Gandhi dari Jawa”.

Kedatangan Jepang pada umumnya diterima dengan penuh semangat. Rakyat percaya bahwa Jepang datang untuk memerdekakan, dan Jepang makin disenangi karena segera mengizinkan dikibarkannya bendera merah putih dan dikumandangkannya lagi kebangsaan Indonesia Raya, dua hal penting yang dulu  dilarang oleh Belanda. Karena itu tidaklah mengherankan bila banyak rakyat Indonesia yang membantu Jepang dalam melawan Belanda dengan harapan Jepang akan memberikan kemerdekaan. Berikut beberapa peristiwa yang merupakan wujud bantuan rakyat Indonesia tersebut:

1. Serangan terhadap orang-orang Eropa dan perampokan terhadap rumah-rumah mereka di Cirebon dan Surakarta.

2. Pada tanggal 19 Februari 1942, tiga minggu sebelum pendaratan tentara Jepang di Aceh, PUSA (Persatuan Ulama-ulama Seluruh Aceh) melakukan kampanye sabotase terhadap Belanda, dan bahkan pada bulan Maret, Aceh memberontak terhadap Belanda. 
3. Pada bulan Juni sampai Juli 1942 orang-orang Batak Karo bersama pimpinan Gerindo di Sumatera Timur menduduki tanah Belanda dan menyerangnya. 

4. Di Minangkabau para ulama berharap menyaksikan terdepaknya penghulu dari kedudukannya.

Namun kemudian terbukti Jepang tidak mendukung revolusi di wilayak-wilayah tersebut karena prioritas Jepang adalah menghadapi peperangan melawan Sekutu di Asia. Tidak heran bila Jepang segera turun tangan bila rvolusi mengancam kepentingannya. Bahkan Jepang segera mengikuti jejak Belanda menjalin kerjasama dengan penguasa pribumi yang berpengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemudian Jepang mendukung para raja di Sumatera Timur, para penghulu di Minangkabau, para ulebalang di Aceh, dan para priyayi di Jawa, serta golongan serupa di daerah lain. Jepang pun masih menggunakan paraturan-peraturan dari masa Belanda sejauh tidak bertentangan dengan pemerintahan Gunseikan (Pemerintahan Militer). Akhirnya Jepang melarang dikirbarkannya bendera merah putih dan dikumandakannya lagu Indonesia Raya. Jepang membolehkan lagi hal tersebut ketika Jepang ingin memobilisasi rakyat dalam usahanya melawan Sekutu ataupun menutup penghisapan ekonomi.
A. Pemerintahan Militer Jepang 

Sebelum Jepang berhasil membentuk Pemerintahan Militer (Gunseikan) pada bulan Agustus 1942, maka Jawa dibawah pemerintahan sementara. Jepang segera menempuh kebijakan yang kelihatannya memihak Islam dengan membentuk Kantor Urusan Agama (Shumubu) di Jawa pada bulan Maret 1942. Tindakan lain yang mendapat sambutan positif, Jepang mengangkat orang Indonesia untuk mengisi hampir semua jabatan tingkat menengah dalam bidang administrasi dan teknis yang sebelumnya diduduki oleh orang Belanda ataupun Indo. Hal terakhir ini dilakukan Jepang karena kurangnya jumlah personel militer Jepang. Dengan kebijakan ini hampir semua personel Indonesia dalam bidang pemerintahan menerima kenaikan pangkat satu atau bahkan seringkali dua atau tiga pangkat lebih tinggi dalam jenjang kepangkatan di tempatnya bekerja. Kebijakan-kebijakan Jepang tersebut berhasil memenangkan dukungan dan juga menetralisir antipati sebagian kaum terpelajar Indonesia.
   

Dalam Pemerintahan Militer, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah:

1. Sumatera, di bawah komando Angkatan Darat ke-25

2. Jawa, di bawah komando Angkatan Darat ke-16

3. Kalimantan dan Indonesia Timur, di bawah komando Angkatan Laut.

Angakatan Darat ke-25 dan ke-16 tersebut berada di bawah komando Angkatan Darat wilayah 7 yang berpusat di Singpura.

Sementara untuk menjaga industri tetap berjalan, Jepang masih menggunakan orang Belanda sampai ada yang menggantikannya. Hal ini ditempuh karena tujuan utamanya adalah menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka untuk mendukung perang Jepang melawan Sekutu, dan tentunya sesuai dengan rencananya bagi dominasi ekonomi jangka panjang di Asia Timur maupun Tenggara.

Karena diterima dengan tangan terbuka oleh rakyat Indonesia maka Jepang merasa tidak perlu mengadakan persetujuan dengan kaum nasionalis Indonesia. Perasaan itu bertambah kuat karena bersamaan dengan kedatangan Jepang, Abikusno, salah seorang pimpinan nasionalis terpenting yang tidak dipenjarakan, menghadap Jepang dengan suatu tawaran untuk membentuk pemerintahan bersama. Berdasarkan keyakinan ini maka pada tanggal           29 April 1942 Jepang membentuk pergerakan 3A, yaitu Nipon Pemimpin Asia, Nipon Pelindung Asia, dan Nipon Cahaya Asia. Tujuannya adalah mengumpulkan dukungan bagi perang Jepang dan bagi Kemakmuran Besama Asia Timur Raya.

Jepang terlalu dini menganggap bahwa mereka tidak perlu menggarap nasionalisme Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuannya lebih lanjut, karena orang Indonesia yang dipilih untuk memimpin 3A tersebut, Mr. R. Samsoedin, jelas bukan seorang pemimpin nasionalis eselon pertama. Walaupun dengan propaganda yang hebat, program Kemakmuran Bersama yang dijanjikan Pergerakan 3A tidak mendapat sambutan luar biasa. Ini mudah dipahami karena situasi ekonomi Indonesia menjadi sangat parah. Indonesia dieksploitasi habis-habisan untuk mendukung perang Jepang; sementara barang-barang kebutuhan pokok seperti sandang dan ondersil mesin tidak masuk lagi karena Sekutu berhasil memutus jalur hubungan Jepang dengan negara-negara jajahannya; disamping tentara Jepang terkenal sangat kejam dan betindak kurang ajar terhadap rakyat Indonesia.

Akhirnya Jepang menyadari kalau tidak lagi mendapat dukungan baik dari rakyat maupun kalangan terpelajar. Mereka mulai memahami bahwa pergerakan pergerakan kebangsaan Indonesia adalah suatu kekuatan yang nyata dan kuat, sehingga mereka harus memberikan konsesi tertentu bila ingin mencapai tujuan-tujuan penjajahan yang minim sekalipun. Kemudian Jepang mengubah kebijakannya secara radikal. Pertama, mereka mengalihkan perhatian kepada para pemimpin nasionalis yang bena-benar disukai rakyat.
 Jepang segera membebaskan Soekarno dari pembuangannya di Bengkulu dan mengizinkannya pulang ke Jawa. Soekarno segera menghubungi Hatta dan Syahrir, yang sebelumnya sudah mengadakan kontak dengan gaerakan bwah tanah yang dipimpin Sharifuddin dan Darmawan Mangoenkoesoemo. Mereka sepakat bahwa perjuangan nasionalis dilaksanakan dengan dua cara: secara resmi Soekarno-Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang, dan secara tidak resmi Syahrir memimpin perlawanan di bawah tanah, sambil tetap memelihara kontak sesama mereka.

Dengan maksud memperoleh dukungan Soekarno, Hatta, dan pemimpinan nasionalis berpengaruh lainnya, Jepang berjanji tidak lama lagi akan memberik pemerintahan sendiri. Jepang juga membentuk organisasi yang lebih menyeluruh untuk menggantikan Pergerakan 3A, yaitu Poetera (Poesat Tenaga Rakyat) pada tanggal 9 Maret 1943. Organisasi ini mencakup semua perkumpulan politik maupun non-politik terdahulu yang berkedudukan di Jawa dan Madura. Organisasi ini dibatasi di dua pulau ini, dan direncanakan sebagai jembatan menuju pemerintahan sendiri. Gagasan ini dicetuskan PM Tojo melalui siaran pada bulan Juni 1943, dan diulangi ketika PM Tojo mengunjungi Indonesia bulan berikutnya. Poetera dipimpin oleh empat serangkai, Soekarno sebagai ketua, Hatta sebagai wakil ketua, ditambah Ki Hadjar Dewantoro dan seorang pemimpin Islam terkemuka K.H.M. Mansoer.

Sebagai tindak lanjut dari Poetera, pada bulan September 1943 dibentuk Badan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangin In), dengan Soekarno sebagai presidennya. Badan ini badan-badan local sejenis yang didirikan kemudian, diharapkan berkonsultasi dengan para pejabat Jepang sebelum melakukan tindakan penting apapun.

Jepang membentuk Poetera tentu bagi tujuannya sendiri agar mendukung program perang Jepang, tetapi pemimpin nasionalis mampu menggunakannya untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia. Untuk keperluan indoktrinasi ini Jepang membangun jaringan radio yang luas di Nusantara, dan memastikan setiap desa dan menerima pesawat radio. Jaringan radio ini dihubungkan dengan sistem komunikasi umum dibangun di tempat-tempat penting di seluruh pelosok kota. Pada jam tertentu penduduk diperintahkan untuk mendengarkan siaran resmi, termasuk pidato Soekarnoyg sering disiarkan. Sesuai dengan instruksi Jepang maka pidato Soekarno tentu bersifat menyerang Sekutu, memuji Jepang, dan menghimbau penduduk agar mendukung tujuan perang Jepang. Namun demikian, suatu penelitian tentang pidatonya itu menunjukkan bahwa 75% berisi nasionalisme namun disampaikan dengan bahasa yang bermakna ganda, yang tidak dimengerti oleh para pejabat Jepang.
 

Di bawah perlindungan Poetera dibentuk sejumlah organisasi yang bisa dimanfaatkan baik oleh Jepang maupun kaum nasionalis, antara lain:

1. Hei Ho (tentara Jepang), terdiri dari pekerja paksa (Romusha) yang dikirim sampai ke luar negeri dan sebagian besar dari mereka tidak kembali. Namun sebagian besar Romusha tidak meninggalkan Jawa dan dimanfaatkan di perkebunan-perkebunan dan mengerjakan jalan-jalan di desanya masing-masing.

2. Tentara PETA (Pembela Tanah Air), dibentuk pada September 1943. PETA merupakan organisasi militer yang dibentuk untuk membela Indonesia melawan invasi Sekutu. Pada pertengahan 1945 anggota PETA mencapai 120.000 orang bersenjata. Kelak PETA menjadi tulang punggung Angakatan Perang Republik Indonesia. 

3. Sendehbu (Badan Propaganda Jepang), bertugas melatih suara pemuda untuk diindoktrinsi dan sekedar latihan militer. Badan ini membentuk beberapa badan:

a. Seinendan (bagi pemuda), pada akhir tahun 1942

b. Gakutokai (bagi pelajar), pada tahun 1943

c. Barisan Pelopor (mendapat indoktrinasi paling kuat)

Menjelang akhir tahun 1943, jelaslah bagi Jepang bahwa Poetera jauh lebih memenuhi tujuan perang Jepang. Karena Poetera dibubarkan dan pada tanggal 1 Maret 1944 diganti dengan organisasi baru yang dirasa lebih mudah diawasi secara lebih efektif, yaitu Perhimpunan Kebaktian Rakyat (Djawa Hokokai). Untuk menetralisir dan membatasi kekuatan kaum nasionalis maka organisasi tersebut mewakili orang Cina, Arab, dan Indo. Organisasi ini dipimpin oleh Soekarno, namun kedudukannya di bawah Pemerintahan Militer.

Bersamaan dengan usaha mencari dukungan lewat Hokokai maka Jepang berusaha juga lewat agama. Para kyai diberi perhatian khusus. Untuk keperluan tersebut maka pada akhir 1943 dibentuk MIAI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi), yang menghimpun semua organisasi Islam dari berbagai aliran.           
B. Pendudukan Jepang dan Revolusi Indonesia
Ada blessing in disguise (keuntungan tersembunyi) dari pendudukan Jepang karena sulit dibayangkan kalau Indonesia akan mencapai kemerdekaan tanpa adanya pendudukan Jepang yang telah menciptakan suasana revolusioner di Indonesia terutama di Jawa dan lebih longgar lagi di Sumatera. Keadaan revolusioner dimaksud terutama karena adanya latihan kemiliteran, dan pemberian kesempatan kepada orang Indonesia untuk menduduki wakil kepala pemerintahan dalam setiap jenjang pemerintahan Gunseikan (Pemerintahan Militer Jepang), serta para pemimpin pribumi yang sering berseberangan dipaksa bersama dalam organisasi bentukan Jepang Jawa Hokokai (Kebaktian Rakyat Jawa)

Saya sangat setuju dengan penilaian Ricklefs berikut ini:

Pendudukan Jepang merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Sebelum serbuan Jepang tidak ada satupun tantangan yang serius terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada waktu Jepang menyerah telah berlangsung begitu banyak perubahan luar biasa yang memungkinkan terjadinya Revolusi Indonesia. Mereka mngindoktrinasi, melatih, dan mempersenjatai banyak  generasi muda serta memberi kesempatan kepada para pemimpin yang lebih tua untuk menjalin hubungan dengan rakyat. Di seluruh Nusantara mereka mempolitisasikan bangsa Indonesia sampai tingkat desa. Akhirnya, sesuatu yang paling menunjang ialah kekalahan Jepang dalam perang, karena andaikan tujuan mereka membentuk suatu “Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” tercapai, hanya ada sedikit harapan bagi kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya.

Dari keterangan di atas kita tahu bahwa Jepang mulai mempertimbangkan untuk memberikan kembali janji kemerdekaan kepada Hindia Timur setelah laju gerak militernya terhenti sejak Mei 1942. Dengan demikian tidak ada perencanaan matang dalam pemberian kemerdekaan bagi Indonesia.

Tindakan Jepang melakukan mobilisasi rakyat terutama di Jawa-Madura (daerah yang maju secara politik) adalah untuk menutupi tindakan eksploitasi ekonomi maupun tujuan politis baik untuk membantu Jepang mempertahankan Asia Timur Raya dari Serangan Sekutu maupun kemudian alasan terakhir dimaksudkan untuk membina hubungan di masa depan dengan Hindia Belanda.

Jepang berhasil melakukan mobilisasi rakyat dan menciptakan kesadaran politik untuk mempertahankan negara setelah dibentuknya Jawa Hokokai (Persatuan Kebaktian Jawa) pada bulan Januari 1944 dan Masyumi (wadah persatuan organisasi Islam) pada bulan Desember 1944. Jepang terpaksa mengangkat pemimpin Jawa Hokokai dari kalangan nasionalis terkenal sebelum perang atau mereka yang telah melakukan gerakan bawah tanah. Pemimpin kelompok nasionalis tersebut dipaksa bekerjasama dengan memimpin organisasi keagamaan yang besar seperti Muhammadiyah dan NU. Jepang juga memberi kesempatan kepada Soekarno dan Hatta yang dari nasionalis melalui kampanye Jawa Hokokai untuk memantapkan dirinya sebagai pimpinan nasional. Pengorganisasian Jawa Hokokai digabungkan dengan jalannya pemerintahan, yaitu di bawah pemerintahan yang umumnya dipegang oleh kaum priyayi mulai dari jabatan di bawah Gunseikan (Pemerintahan Militer Jepang) sampai ke RT (Tonari Gumi). Baik Jawa Hokokai maupun Masyumi mempunyai sayap militer yang bertujuan untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Baru pada tanggal 7 September 1944 PM Tojo menjanjikan kemerdakaan bagi Hindia Timur setelah tanda-tanda kekalahan Jepang semakin jelas. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan dan bendera Merah Putih boleh dikibarkan di kantor-kantor Jawa Hokokai. Laksamana Muda Maeda Tadashi diberi tugas untuk menangani Kantor Penghubung Angkatan Darat dan Angkatan Laut (Bukanfu) untuk membentu kemerdekaan Indonesia. Ia mendirikan sekolah-sekolah untuk menyiapkan kader untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ia membantu dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945 yang bertugas menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan bagi Indonesia merdeka. Sebagai tindak lanjutnya maka BPUPKI diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945, yang keanggotannya diperluas dengan wakil-wakil dari seluruh Indonesia dan anggota dari pihak Jepang tidak ikut campur tangan.

Bung Hatta memanfaatkan struktur pemerintahan Jepang dari Gunseikan sampai RT untuk melakukan revolusi atau yang disebutnya perebutan kekuasaan dari dalam, caranya sebagian besar para Menteri Kabinet Presidensiil yang pertama dipilih dari mereka yang telah duduk pada pucuk pimpinan departemen sebagai Butjo (Kepala) atau Sanjo (Penasehat Kepala). Dengan cara begitu saluran perintah ke bawah dengan segera dapat dikuasai dan orang-orang Jepangnya mudah disingkirkan. Sementara untuk membangkitan collective will kemerdekaan maka dibentuk komite-komite nasional di daerah, yang berarti proklamasi kemerdekaan setempat. Dalam beberapa hal komite ini dilahirkan dari mayatnya sangikai (dewan keresidenan).

Kemerdekaan Indonesia dilakukan secara tergesa-gesa sehingga masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal. Pertama, belum ada wakil rakyat yang dipilih untuk duduk dalam lembaga legislative. Kedua, belum dibentuk tentara sampai 5 Oktober 1945. Dengan demikian kemerdekaan digunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia karena pembentukan tentara dapat diartikan Sekutu sebagai wujud dari perlawanan.
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